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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 41 TAHUN 2014   
TENTANG 

JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme 
Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di 
bidang pelatihan olahraga dan mendukung peningkatan 
prestasi olahraga nasional dan internasional, serta 
untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu 
ditetapkan jabatan fungsional Asisten Pelatih Olahraga; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia tentang Jabatan 
Fungsional Asisten Pelatih Olahraga. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem 
Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4535); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai 
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2797); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4019); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang 
Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4704);  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 125);  

13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 126); 

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 235); 

15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 
0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme 
Pengangkatan Olahragawan dan Asisten Pelatih 
Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri 
Sipil; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR 

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PELATIH OLAHRAGA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  selanjutnya  disingkat  PNS adalah  warga  
negara  Indonesia  yang  memenuhi syarat  tertentu,  diangkat  
sebagai  Pegawai  ASN secara  tetap  oleh  pejabat  pembina  
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi  fungsi  
dan  tugas  berkaitan  dengan  pelayanan fungsional  yang  
berdasarkan  pada  keahlian  dan keterampilan tertentu. 

3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai  ASN  yang menduduki  Jabatan  
Fungsional  pada  instansi pemerintah. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat  yang mempunyai 
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,  dan  
pemberhentian  Pegawai  ASN  dan pembinaan  Manajemen  ASN  di  
instansi  pemerintah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  
perundangundangan. 

5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat  yang mempunyai  
kewenangan  melaksanakan  proses pengangkatan,  pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai  ASN  sesuai  dengan  ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah 
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan 
lembaga nonstruktural. 

7. Instansi Daerah adalah perangkat  daerah  provinsi dan perangkat 
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat 
dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis 
daerah. 

8. Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga adalah jabatan 
fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan 
keolahragaan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. 

9. Asisten Pelatih Olahraga adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan 
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelatihan 
keolahragaan pada PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, klub Olahraga 
Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya dalam 
lingkungan instansi Pusat dan Daerah. 
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10. Pelatihan Keolahragaan adalah kegiatan melatih olahragawan pada 
cabang olahraga tertentu. 

11. Sasaran  Kerja Pegawai yang  selanjutnya  disingkat SKP adalah  
rencana kerja dan target  yang  akan  dicapai  oleh seorang  PNS. 

12. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang 
dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal 
yang harus dicapai oleh Asisten Pelatih Olahraga sebagai salah satu 
syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan. 

14. Uraian Tugas  adalah suatu  paparan  semua tugas jabatan  yang 
merupakan tugas  pokok  pemangku jabatan  dalam  memproses  
bahan kerja  menjadi  hasil  kerja  dengan  menggunakan  perangkat  
kerja dalam kondisi  tertentu. 

15. Tim Penilai Kinerja Instansi adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat 
yang Berwenang dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
Pusat/Daerah yang bertugas menjamin objektivitas penilaian oleh 
pejabat penilai kinerja dan memberikan pertimbangan terhadap 
usulan kenaikan pangkat dan/atau jabatan Asisten Pelatih Olahraga. 

16. Nilai Kinerja adalah nilai prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan. 

BAB II 

RUMPUN JABATAN  DAN  KEDUDUKAN 
Bagian Kesatu 

Rumpun Jabatan 
Pasal 2 

Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga termasuk dalam rumpun 
pendidikan lainnya. 

Bagian Kedua 

Kedudukan 
Pasal 3 

(1) Asisten Pelatih Olahraga berkedudukan sebagai pejabat fungsional di 
bidang pelatihan keolahragaan PPLP, PPLPD, SKO, Prima Pratama, 
klub Olahraga Sekolah dan program pelatihan olahraga setara lainnya 
dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. 

(2) Asisten Pelatih Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan jabatan karier.  
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